BUPAT]| BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNG. TAW A 2 stk
A CNOJAWARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

AN H!:I:‘:‘J‘ﬂ;ﬂ DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
FAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

imbang Eahu-'a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d
Dfldcmg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
aerah, maka perly menetapkan Peraturan Daerah tentang

cl:i’f:rta.nggupgjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan
an Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019:

Jingat : 1. Pasal 1.8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 58,
Fambahian Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5679);

ke Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Sistem
Informast  Keuangan  Daerah  (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomorl138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesio Nomordh7o),

10, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan  Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomaor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

13, Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolnan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

) Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
(entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan .
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Menteri Dalan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS
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MEMUTUSKAN:

tapkan ! l—:I‘ERA'I'I;l KRAN DAERAH  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN
| luLAKhM‘iAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019,

Pasal 1

rlanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
Laporan Realisasi Anggaran:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
Neraca;

Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

iporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

poran  kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
iecrah /perusahaan daerah.

Pasal 2

an realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
n Anggaran 2019 sebagai berikut :

‘ndapatan Rp3.774.437.763.944 ,69

lanja Rp3.757.848.253.757,78-

Surplus/ Defisit Rp16.589.510.186,91
'mbiayaan

Penerimaan Rp215.501.085.439,46

Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00-

Pembiayaan Netto Rp205.501.085.439.,46 +

sa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp222.090.595.626,37

Pasal 3

n laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
Bt e
-lisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
2(127.044.693.928,31) dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.901.482.457.873,00
Realisasi Rp3.774.437.763.944,69

Selisih lebih /(kurang) Rp (127.044.693.928,31)

lisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp307.135.289.554,68
ngan rincian sebagai berikut :

Anggaran belanja setelah perubahan Rp4.064.983.543.312,46
Realisasi Rp3.757.848.253.757,78
Selisih lebih /(kurang) Rp 307.135.289.554,68
lisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
1(180.090.595.625,91) dengan rincian sebagai berikut:
Surplus/defisit setelah perubahan Rp(163.501.085.439,00)
Realisasi Rp 16.589.510.186,91
Selisih lebih/(kurang) Rp(180.090.595.625,91)
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deltnih  angeatan  dengan realisasl - penerimaan pembiayaan  sejumnlah
RpO, OO dengan rinvian el etk

A ADEEATAD PEneEimann pembinyann

aetelah peribanhan Rp216.501.085.439,46
Iy Wenlinaal Rp215.501.085.439,46
Hetiaih lebihy /(v ang) 12 0,00

delinih anggaran dengan realisnsl pengeluaran pembiayaan  sejumlah
A2 000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
A Angraran pengeluaran pembiayaan
wetelah perubahiog Rp52.000.000.000,00
by, Realinnn Rp10.000.000.000,00
Heligih lebih /(kurang) Rpa2.000.000.000,00

| Belinih  anggaran  dengan  realisasi  pembiayaan  neto  sejumlah
Rp(12.000,000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
A Angparan pembiayaan neto setelah perubahan  Rpl163.50] 085.439,46
Iy, Realinani Rp205.501.085.439,46
Selinth lebih /(lkurang) Rp (42.000.000.000,00)

Pasal 4

poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Saldo Angeparan Lebih Awal Rp215.501.085.439,46
b, Penppunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp215.501.085.439,46
¢, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(B1LPA/BIKPA) Rp222.090.595.626,37
. Koreksi Keanlahan Pembulkuan
Tahun Sebelumnya Rp0,00
¢, Lain-lain Rp0,00
~ 8Baldo Anggaran Lebih Akhir Rp222.090.595.626,37
Pasal 5

erncn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2019

shapal berikut:
Jumlah anel Rp9.910.580.751.653,20
SJumlah kewajiban Rp 24.559.872.739,25
SJumlnh ekuitas dana Rp9.886.020.878.913,95 ’
Pasal 6

aporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember
ahun 2019 gebagai berikut:

Pendapatan Rp4.150.634.368.095,16

- Beban Rp3.467.156.573.112,11
- Surplus/Defisit Dari Operasional Rp 683.477.794.983,05
CSurplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa Rp 683.797.544.983,05
. Pos Luar Biasa Rp0,00

 Surplus/Defisit = LO Rp 683.797.544.983,05
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Mannl 7

oran arus doas sebagadmann dimadesud didi Casad 1 bl e untede tahn yang
akhir sampat dengan 31 Desember Tahon 2019 ne bl herieat
wldo ks awal lkan BT dany K i
wendahara Pengeluaran Rp  216,601,080,439,460
Rp 1,124.766,001.081,90
Rp(1, 118,175 580.894,99)

vrus kas bersih dart alctivitan operasi

Arus kas bersth dart alctivitan investos

Arus kas bersih darh alctivitan pendanan 10,00
Arus kas bersih dart alctivitan rannmllors [0, 00
qaldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 R(1222.000,500,620,07

Paanl 8

poran Perubahan [Blkuitas sebagnimann dimaksud dalam Pasal 1 huraf £ uantulk
jun yang berakhir sampai dengan 31 Desecmber Tahun 2019 sebagai berilat:

[Ckuitas Awal Rp#,995,912, 143, 158,84

Surplus/ Delisit Rp 683.797.544,983,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp 206.311.190.772,06

Klkuitas Akhir l-:,,u_;-w,.tmn.H’mJr 13.085

Pasal Y

tatan atas laporan keuangan sebhagaimana dimalkaud dalam Pasal | hurul ¢ Tahun
wpgaran 2019 memual informasi baik secara kuantitatil maupun kualitatif atas
ys-pos laporan keuangan.

Pasal 10

rtanggungjawaban  pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud  dalam Pasn 1

reantum dalam Lampiran Peraturan Dacrah ini, terdiri dari:

Lampiran | Laporan Realisasi Anggaran terdirt atas;

Lmnpiran!.l Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah
cdlan organisasi,
Lampiran 1.2 Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dacrah menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, program can
keglatan,

Lampiran 1.3

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja  daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dacrah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran [.4

- .

b.  Lampiran Il Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

-

Lampiran Il

h.

#F
—

Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

~Lampiran IX

- -

-

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
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Lampiran X . Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir,

Lampiran X . Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,;

Lampiran XII. ¢ Daftar  rekapitulasi  realisasi ~ penambahan  dan
pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII  : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV. 1 Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV :  Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI  :  Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII 1 Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Lampiran XX . Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah

Pasal 11

un hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan
turan Bupati.

Pasal 12

(turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lisersb
lengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH

Ce N

H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

S

H. BUSTAMI HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 1
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